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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

  

Kesimpulan   

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup 

berdasarkan UUPPLH ialah Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam 

tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan Pertanggungjawaban pidana diatur dalam 

pasal 97 sampai dengan pasal 120 UUPLH, terdapat tindak pidana materiil yang 

menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada 

perbuatan. Ketentuan dalam UUPPLH telah mengatur mengenai unsur-unsur dan 

kategori perbuatan tindak pidana dan jenis sanksi pidana yang berlaku. PERMA No. 

13 Tahun 2016 mengatur mengenai perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari 

korporasi. Perma tersebut juga mengatur mengenai tata cara penanganan perkara 

dengan pelaku tindak pidana adalah korporasi, mulai dari bagaimana tata cara 

pemeriksaan sampai dengan penanganan korporasi induk, subsidiari dan yang 

berhubungan serta korporasi yang melakukan peleburan, penggabungan, 

pengambilalihan serta pemisahan. Perma ini juga mengatur mengenai eksekusi denda, 

uang pengganti, restitusi serta sanksi lainnya dan mengatur mengenai putusan dan 

pelaksanaan putusan pengadilan juga dalam pelaksanaan pidana tambahan atau tata 

tertib terhdap korporasi. Keterkaitan PERMA No. 13 Tahun 2016 ialah beguna mengisi 

kekosongan hukum dan mendorong efektivitas penanganan perkara pidana dengan 

pelaku Korporasi dan/ atau Pengurus yang tidak di atur dalam UUPLH nomor 32 Tahun 

2009. 
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2. Penyelesaian masalah pencemaran lingkungan oleh korporasi perkebunan kelapa sawit 

di kabupaten Paser masih hanya sampai penyelesaian administrasi, yaitu berupa 

teguran dari lembaga yang berhak dan pemberian denda ganti rugi dari korporasi. 

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dapat diterapkan sesuai dalam Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

pada pasal 97 sampai pasal 120. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPLH 

terlihat lebih lengkap dibandingkan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam 

Peraturan Perundang-undangan lainnya, dikarenakan: Pertama, dalam UUPLH sudah 

jelas perumusan tentang subjek tindak pidana korporasi yaitu badan usaha, baik yang 

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kedua, sudah ada perumusan 

tentang kapan tindak pidana korporasi terjadi, yaitu ketika seseorang bertindak dalam 

lingkungan korporasi baik dalam hubungan kerja maupun hubungan lain. Ketiga, sudah 

ada rumusan tentang siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan 

yaitu: (1) korporasi yang meliputi badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hukum; (2) Orang yang memberi perintah dan (3) Kedua-duanya. 

Keempat, dalam UUPLH sudah jelas diatur dan di terangkan mengenai waktu 

pemberian pidana penjara dan pengaturan mengenai jumlah pemberian denda, 

sementara dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum ada kejelasan tentang 

subjek tindak pidana korporasi, kapan terjadinya tindak pidana korporasi dan siapa 

yang dipertanggungjawabkan.  

Saran   

1. Diperlukan adanya pembaharuan aturan hukum mengenai Tindak Pidana Korporasi 

dan dalam ketentuan peraturan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dan tata 
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cara penanganan tindak pidana korporasi dikarenakan walaupun Perma No. 13 Tahun 

2016 dapat dijadikan pedoman bagi Penegak Hukum untuk mengatasi kendala teknis 

hukum acara pidana korporasi. Namun, Perma tersebut memiliki keterbatasan sehingga 

diperlukan pembaruan hukum dalam KUHP dan hukum acara pidana korporasi dalam 

RKUHAP. 

2. Melakukan pengawasan dan penelitian rutin oleh pejabat pengawas lingkungan hidup 

Kabupaten Paser secara berkala di setiap Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit. 

Diperlukannya SDM yaitu para ahli di bidang lingkungan dan lembaga yang memadai 

dalam membantu pengawasan rutin tersebut, seperti adanya laboratorium lingkungan 

milik sendiri dan mengambil langkah-langkah tegas yang dianggap perlu terhadap 

perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan sehingga adanya 

fakta dan pembaharuan rutin yang juga akan membantu Pemerintah dan BLH setempat 

dalam pengawasan juga pencegahan pencemaran lingkungan dan juga untuk 

menghindari atau mengurangi resiko terjadinya pencemaran limbah dan perusakan 

lingkungan hidup sekitar sebaiknya korporasi menjalin hubungan kerjasama yang baik 

dengan pihak ketiga atau badan (instansi), dan juga masyarakat setempat untuk 

melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap sungai dan lingkungan sekitar secara 

rutin teratur dan memperbaiki sesegera mungkin apabila ada kesalahan atau terdeteksi 

adanya pencemaran di sekitar lingkungan pabrik sawit. 
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